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ABSTRACT 
 

The advancement of information technology has encouraged digital transformation 

in land administration services, one of which is through the development of the web-based 

application Tanahku.net at the Jembrana Land Office. The application was developed to 

support the spatial verification process by integrating spatial information within one 

platform. This study aims to analyze the implementation of Tanahku.net in supporting the 

spatial verification process and to examine the effect of digital innovation on efficiency, 

transparency, information quality, and service accessibility. 

This study employed a quantitative method with descriptive and associative 

approaches. The descriptive approach was conducted by analyzing the conditions before 

and after the implementation of the application, while the associative approach applied 

simple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 

68 respondents consisting of members of the public and Land Deed Officials (PPAT) as 

service users. The functionality of the application was also evaluated using the Black Box 

Testing method as supporting research data. 

The results indicate that the implementation of Tanahku.net has improved the spatial 

verification process by simplifying verification procedures, accelerating access to spatial 

information, and facilitating access to land-related information. The regression analysis 

reveals that digital innovation through Tanahku.net has a positive and significant effect on 

efficiency, transparency, information quality, and service accessibility. In addition, the 

Black Box Testing results demonstrate that all application functions operate in accordance 

with user requirements. 

Overall, the implementation of Tanahku.net as a digital innovation positively 

contributed to improving the quality of spatial verification services at the Jembrana Land 

Office. The findings indicate that the digitalization of land administration services supports 

more effective, transparent, high-quality, and user-oriented service delivery. This study is 

expected to be a reference for the development of web-based land information systems and 

the implementation of digital innovation in land administration services in other regions. 

Keywords : Digital innovation, spatial verification, Tanahku.net, land administration 
services, WebGIS.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transformasi digital diakui sebagai fenomena global yang berdampak luas 

terhadap aktivitas manusia (Bangsawan, 2023). Kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi pada era digital telah menghasilkan perubahan fundamental 

dalam berbagai dimensi kehidupan. Di Indonesia, proses digitalisasi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, hal ini tercermin dari meningkatnya akses 

informasi melalui internet yang berkontribusi pada perluasan pengetahuan, 

peningkatan efisiensi pelayanan, serta penghematan biaya. Transformasi digital 

tidak hanya terbatas pada sektor komersial, melainkan juga merambah sektor 

pelayanan publik untuk beradaptasi. Akselerasi transformasi digital didukung 

oleh kebijakan strategis yang dirumuskan pemerintah. Menurut (Yulanda & 

Fachri Adnan, 2023), pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan era 

digitalisasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat, dan transparan. Oleh karena itu, digitalisasi 

menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance), yang menekankan pada prinsip efisiensi, 

akuntabilitas, serta keterbukaan informasi. 

Salah satu sektor yang juga dituntut untuk melakukan transformasi digital 

adalah bidang pertanahan. Di bidang pertanahan, digitalisasi telah membawa 

perubahan terhadap berbagai kebijakan terutama dalam meningkatkan efisiensi 

dan transparansi pengelolaan lahan (Andari & Mujiburohman, 2023). 

Pertanahan memiliki posisi strategis dalam pembangunan karena menyangkut 

kebutuhan dasar masyarakat, kepastian hukum hak atas tanah dan pengelolaan 

ruang. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan 

di sektor pertanahan masih cukup kompleks, antara lain terjadinya sengketa 

tanah, tumpang tindih kepemilikan lahan, keterlambatan dalam pelayanan, 

hingga keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi pertanahan (Satrio 

dkk., 2025). Kondisi ini menuntut adanya inovasi berupa sistem yang mampu 
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meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mendorong transparansi pengelolaan 

data pertanahan. 

Menyadari pentingnya modernisasi di sektor pertanahan, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan 

sejumlah kebijakan terkait digitalisasi layanan pertanahan, mulai dari digitalisasi 

dokumen pertanahan, pengembangan layanan elektronik hingga pengembangan 

aplikasi berbasis web dan mobile yang merupakan bagian dari strategi 

pemerintah dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih efisien dan 

transparan. Kebijakan ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan tersebut menerangkan bahwa 

hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan 

informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang baik serta dalam pasal 2 ayat 3 menyebutkan setiap informasi publik 

harus dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan prosedur sederhana. 

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, berbagai sistem informasi 

pertanahan mulai dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan 

data dan layanan. Salah satunya adalah Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang 

dirancang guna meningkatkan efisiensi layanan, memperbaiki kualitas data, 

mengintegrasikan berbagai sumber informasi, serta memberikan akses yang 

lebih luas kepada masyarakat (Saputra dkk., 2025). Pemanfaatan sistem digital 

ini tidak hanya mempermudah petugas dalam proses pengelolaan dan 

administrasi pertanahan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi secara mandiri, cepat, dan transparan. Sistem informasi 

pertanahan merupakan sistem yang mengorganisasi, mengelola, dan menyajikan 

data pertanahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Enemark, 

2005). Lebih lanjut, Enemark menyampaikan terkait paradigma manajemen 

pertanahan melalui gambar 1. 
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Gambar 1. The Land Management Paradigm 

Sumber : (Enemark, 2005) 

 Berdasarkan paradigma manajemen pertanahan yang disampaikan oleh 

(Enemark, 2005) tersebut, dapat kita lihat bahwa fungsi administrasi pertanahan 

yang menjamin pengelolaan yang tepat atas 3R (Right, Restriction and 

Responsibility) mencakup land value, land tenure, land use, dan land 

development  tidak akan tercapai jika tidak didasari dan didukung oleh 

infrastruktur informasi pertanahan yang lengkap dan mutakhir. Lebih lanjut 

Enemark menyampaikan pentingnya peran infrastruktur informasi pertanahan 

dalam manajemen pertanahan yang disampaikan melalui gambar 2. 
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Gambar 2. A Global Perspective of Modern Land Administration Systems 

Sumber : (Enemark, 2005) 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa infrastruktur 

informasi pertanahan merupakan pondasi awal dalam mendukung land value, 

land tenure, land use, dan land development untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan. Informasi mengenai tanah menjadi bagian penting yang 

menembus keseluruhan sistem, dan menyediakan infrastruktur dasar bagi 

berjalannya keempat bidang yang saling terkait tersebut. Di Indonesia sendiri, 

konsep tersebut sejalan dengan penelitian (Mustofa, 2020) yang mengevaluasi 

pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) di Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menyoroti dinamika 

pengembangan SIP yang dipengaruhi oleh “tarikan sosial” berupa kebutuhan 

masyarakat akan data pertanahan yang transparan dan “dorongan teknologi” 

seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), internet, serta aplikasi seluler.  

Sejalan dengan itu, (Suprojo dkk., 2021) menegaskan bahwa penggunaan 

SIG dalam pemetaan tematik pertanahan memungkinkan pengelolaan data 

geospasial yang terkomputerisasi, efisien, dan mendukung kepastian hukum. 

Penelitian di Pulau Derawan menunjukkan bahwa SIG mampu menghasilkan 
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peta tematik pertanahan yang detail terkait kepastian hak (rights), batasan 

(restrictions), dan tanggung jawab (responsibilities) sehingga memudahkan 

pengambilan keputusan tata ruang dan manajemen pertanahan. Berbagai 

penelitian lanjutan lebih spesifik membahas implementasi sistem digital di 

bidang pertanahan. (Nurfadillah dkk., 2025) menunjukkan efektivitas aplikasi 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dalam validasi pengelolaan data 

buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka berperan dalam 

meningkatkan efisiensi dan keteraturan pengelolaan data buku tanah, meskipun 

masih terkendala infrastruktur jaringan, keterbatasan integrasi dengan instansi 

eksternal, serta belum maksimalnya pelatihan dan adaptasi pegawai terhadap 

sistem digital. (Hartono, 2025) menegaskan bahwa digitalisasi layanan 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi mampu meningkatkan kepuasan 

masyarakat dan mempercepat proses administrasi pertanahan, tetapi hambatan 

muncul pada kesiapan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan dan literasi 

digital masyarakat. (Satria dkk., 2025) melalui kajian pada Sistem Identitas 

Tanah (SIDENTAH) di Desa Mangunarga menemukan bahwa permasalahan 

administrasi pertanahan seringkali dihadapkan dengan birokrasi yang rumit, 

ketidakjelasan status kepemilikan, serta risiko kehilangan dokumen fisik yang 

dapat memperlambat proses pelayanan dan mengurangi kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan aplikasi digital yang dapat meningkatkan 

keteraturan data dan kepastian hukum.  

Sementara itu, (Yunika dkk., 2025) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa pentingnya situs web Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan 

efisiensi dalam penyediaan informasi dan layanan kepada masyarakat. Penelitian 

tersebut juga membahas pentingnya umpan balik dari pengguna serta 

pemeliharaan dan pembaruan berkala situs web guna menjaga kualitas layanan 

yang disediakan. (Harahap dkk., 2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku berdampak pada peningkatan 

keterbukaan informasi publik, layanan yang lebih cepat, serta memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian informasi layanan, 

meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas data pertanahan dan 
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sinkronisasi dalam aplikasi tersebut. (Yanti dkk., 2024) dalam penelitiannya juga 

berpendapat bahwa inovasi teknologi memainkan peran yang sangat krusial 

dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pendaftaran tanah, 

yang merupakan elemen penting dalam pengelolaan sumber daya tanah. Ia 

menyoroti dalam hal penerapan sistem pendaftaran tanah elektronik, banyak 

proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu kini dapat dilakukan 

secara efisien dan lebih cepat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan 

tersebut, lahirlah inovasi berupa aplikasi berbasis web. Aplikasi jenis ini dinilai 

lebih praktis karena dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa instalasi 

khusus, serta mendukung integrasi data secara interaktif. Dalam konteks 

pertanahan, aplikasi berbasis web memiliki potensi besar sebagai sarana 

transparansi informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.  

Kendati demikian, realita dilapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut 

belum sepenuhnya dirasakan di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten 

Jembrana. Sebagai konsekuensi karena Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana 

telah mendeklarasikan dirinya sebagai Kabupaten Lengkap dan telah 

menerapkan sertipikat elektronik, maka verifikasi spasial berkas permohonan 

yang akan mendaftar pelayanan pertanahan menjadi suatu hal yang penting agar 

di saat berkas itu masuk tidak menjadi tunggakan karena ketidaksesuaian 

regulasi yang ada. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana telah 

menyiapkan loket khusus yakni Loket Verifikasi Peta dan menugaskan satu 

orang petugas dalam rangka verifikasi spasial pra-layanan pertanahan sehingga 

pemohon yang ingin mendaftar pelayanan pertanahan seperti pemecahan, 

penggabungan, pemisahan, harus melewati Loket Verifikasi Peta terlebih dahulu 

yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut lolos untuk didaftarkan. Proses 

ini menjadi salah satu tahapan penting yang sangat bergantung pada keakuratan 

dan kecepatan pengecekan data sehingga menjadi dasar penentuan kelayakan 

suatu bidang tanah untuk dapat dilanjutkan pada tahap pelayanan.  

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, fungsi verifikasi spasial 

dijalankan melalui Loket Verifikasi Peta, yang berperan memeriksa kesesuaian 

data spasial bidang tanah terhadap berbagai lapisan informasi seperti apakah 

bidang tanah tersebut tumpang tindih, berada di lokasi Lahan Sawah Dilindungi, 
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Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, termasuk dalam Trase Tol, berada di 

kawasan hutan, serta tata ruangnya masuk ke dalam kawasan apa. Dalam 

pelaksanaannya, proses verifikasi tersebut memerlukan tahapan pengecekan 

terhadap beberapa sumber data spasial yang belum sepenuhnya terintegrasi 

dalam satu sistem digital terpadu, sehingga petugas perlu melakukan pengecekan 

secara bertahap. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban kerja 

verifikasi dan kebutuhan waktu pemrosesan berkas, khususnya ketika jumlah 

permohonan yang masuk mengalami peningkatan. Selain itu, keterbatasan akses 

informasi secara langsung juga memengaruhi tingkat keterbukaan informasi 

yang dapat diterima oleh masyarakat. Berikut merupakan gambaran jumlah 

berkas yang dilakukan pengecekan verifikasi spasial pada Loket Verifikasi Peta 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana selama periode Maret – September 

Tahun 2025 disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Berkas Verifikasi Spasial Bulan Maret-September Tahun 2025 

No Bulan (2025) 
Jumlah Berkas 

Verifikasi Spasial 
Melalui PPAT 

(Berkas) 
Total PPAT 

terlibat 
Pemohon 
Langsung 

1 Maret 1246 1204 68 42 
2 April 622 592 60 30 
3 Mei 973 955 66 18 
4 Juni 971 957 67 14 
5 Juli 1036 1018 71 18 
6 Agustus 935 923 62 12 
7 September 915 910 57 5 

Sumber : Data internal Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana yang telah 

diolah 

Data tersebut memberikan gambaran empiris mengenai beban layanan 

verifikasi spasial yang harus ditangani oleh Loket Verifikasi Peta setiap 

bulannya yang dikerjakan oleh satu orang petugas. Berdasarkan tabel 1 tersebut, 

Jumlah berkas yang diproses menunjukkan variasi antar bulan, dengan dominasi 

pengajuan melalui PPAT. Pada bulan Maret 2025, jumlah berkas tercatat 

sebanyak 1.246 berkas, sedangkan pada bulan April 2025 terjadi penurunan 

jumlah pengajuan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan jumlah 

pengajuan oleh PPAT sebagai respons terhadap terjadinya penumpukan berkas 
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pada bulan sebelumnya. Selanjutnya, pada bulan Mei 2025 jumlah berkas 

kembali mengalami peningkatan dan fluktuasi. Kondisi ini menunjukkan adanya 

dinamika beban layanan verifikasi spasial yang memerlukan dukungan sistem 

untuk membantu proses verifikasi agar dapat berjalan lebih efektif, efisien dan 

sistematis. 

Seiring dengan perkembangan transformasi digital di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), 

berbagai aplikasi telah dikembangkan untuk mendukung pelayanan pertanahan, 

di antaranya Sentuh Tanahku dan Bhumi ATR/BPN. Sentuh Tanahku 

menyediakan berbagai layanan administrasi pertanahan secara digital. 

Sementara itu, Bhumi ATR/BPN menyediakan informasi geospasial berupa 

visualisasi bidang tanah dan data dasar pertanahan yang dapat diakses oleh 

masyarakat. 

Meskipun demikian, kedua aplikasi tersebut belum dirancang secara 

khusus untuk mendukung kebutuhan operasional verifikasi spasial di Loket 

Verifikasi Peta. Informasi yang tersedia belum mengintegrasikan seluruh data 

tematik yang diperlukan dalam proses verifikasi, seperti Lahan Sawah 

Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan 

hutan, trase jalan tol, RTRW, dan RDTR ke dalam satu platform yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu verifikasi. Akibatnya, petugas masih harus 

melakukan pengecekan melalui beberapa sumber data secara terpisah sehingga 

proses verifikasi spasial memerlukan waktu yang lebih lama. 

Sejalan dengan kondisi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana 

menginisiasi pengembangan aplikasi berbasis web Tanahku.net sebagai inovasi 

digital yang secara khusus dirancang untuk mendukung proses verifikasi spasial. 

Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai data spasial ke dalam satu platform 

sehingga petugas maupun pengguna layanan dapat melakukan pengecekan 

kondisi bidang tanah secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Pemanfaatan 

aplikasi tersebut membawa perubahan terhadap mekanisme verifikasi spasial di 

Loket Verifikasi Peta melalui penyederhanaan alur kerja, integrasi informasi 

spasial, serta peningkatan akses informasi bagi petugas maupun pengguna 
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layanan. Oleh karena itu, implementasi aplikasi Tanahku.net perlu dievaluasi 

melalui dua pendekatan. Pertama, membandingkan kondisi proses verifikasi 

spasial sebelum dan sesudah implementasi aplikasi. Kedua, mengevaluasi 

fungsionalitas sistem menggunakan metode Blackbox Testing untuk memastikan 

bahwa seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. 

Selain mengubah mekanisme pelaksanaan verifikasi spasial, pemanfaatan 

Tanahku.net juga berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. 

Integrasi berbagai data spasial dalam satu platform memungkinkan proses 

verifikasi dilakukan secara lebih efisien, penyampaian informasi menjadi lebih 

jelas, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan 

awal terhadap kondisi bidang tanah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka 

evaluasi untuk menilai sejauh mana inovasi digital tersebut memberikan dampak 

terhadap proses verifikasi spasial. 

Menurut (Natika, 2025), keberhasilan implementasi inovasi digital dalam 

pelayanan publik dapat dievaluasi melalui empat dimensi utama, yaitu efisiensi, 

transparansi, kualitas informasi, dan kemudahan akses. Keempat dimensi 

tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana inovasi digital mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini pengaruh implementasi Tanahku.net terhadap 

proses verifikasi spasial dianalisis berdasarkan keempat dimensi tersebut 

sehingga dapat diketahui sejauh mana inovasi digital memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kualitas proses verifikasi spasial di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jembrana. 

Hal inilah yang menegaskan pentingnya penelitian mengenai pengaruh 

inovasi digital terhadap proses verifikasi spasial melalui implementasi aplikasi 

Tanahku.net di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Terlebih aplikasi web 

Tanahku saat ini hanya tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana yang 

mana secara khusus hanya menyediakan data pertanahan di wilayah Kabupaten 

Jembrana. Disamping itu, pengembangan aplikasi ini baru di lakukan di bulan 

April tahun 2025 sehingga belum ada penelitian yang meneliti secara khusus 

terkait aplikasi ini. Di sisi lain, Loket Verifikasi Peta di Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Jembrana merupakan kebijakan kontekstual internal kantor yang 

belum diatur secara formal dalam peraturan pusat. Meskipun demikian, 

keberadaannya memiliki peran penting dalam proses verifikasi spasial pra-

layanan pertanahan sebagai langkah preventif terhadap potensi kesalahan data 

dan tumpang tindih bidang tanah, sehingga keberadaannya menarik untuk 

dianalisis. Pengukuran keberhasilan aplikasi berbasis web seperti Tanahku.net 

juga penting dilakukan dengan menilai persepsi masyarakat sebagai pengguna 

akhir. Persepsi masyarakat merupakan faktor kunci dalam menentukan apakah 

suatu inovasi teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal. 

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, penelitian mengenai 

Analisis Pengaruh Inovasi Digital terhadap Proses Verifikasi Spasial : Studi 

Kasus Aplikasi Berbasis Web Tanahku.net di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jembrana menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya 

memberikan kontribusi akademis dalam bentuk kajian empiris mengenai 

pemanfaatan sistem informasi di bidang pertanahan, tetapi juga memiliki 

manfaat praktis bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan aplikasi Tanahku.net, 

sekaligus rekomendasi untuk perluasan implementasi aplikasi serupa di wilayah 

lain.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, diketahui 

bahwa implementasi aplikasi berbasis web Tanahku.net sebagai bentuk inovasi 

digital telah membawa perubahan dalam proses verifikasi spasial di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jembrana. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui 

penyederhanaan mekanisme verifikasi, integrasi informasi spasial, serta 

peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis implementasi aplikasi Tanahku.net serta pengaruh 

inovasi digital terhadap proses verifikasi spasial yang ditinjau dari aspek 

efisiensi, transparansi, kualitas informasi, dan kemudahan akses. Oleh karena 

itu, untuk memfokuskan arah penelitian dan menjawab permasalahan yang 

dikaji, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut : 
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1. Bagaimana implementasi aplikasi berbasis web Tanahku.net dalam 

mendukung proses verifikasi spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jembrana ? 

2. Bagaimana pengaruh inovasi digital melalui aplikasi Tanahku.net terhadap 

proses verifikasi spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana yang 

ditinjau dari aspek efisiensi, transparansi, kualitas informasi, dan 

kemudahan akses ? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan tidak meluas dari tujuan 

yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup 

penelitian. Batasan masalah ini disusun untuk menegaskan fokus kajian serta 

menghindari pembahasan yang berada di luar konteks penelitian. Adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Fokus penelitian hanya mencakup layanan pertanahan yang melibatkan 

proses verifikasi spasial melalui Loket Verifikasi Peta di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jembrana. 

2. Penelitian tidak menelaah aspek legalitas atau kebijakan formal terkait 

Loket Verifikasi Peta, melainkan menyoroti pengaruh inovasi digital 

melalui aplikasi berbasis web Tanahku.net terhadap efisiensi dan 

transparansi proses verifikasi spasial. 

3. Analisis penelitian difokuskan pada pengaruh inovasi digital melalui 

aplikasi Tanahku.net terhadap efisiensi, transparansi, kualitas informasi dan 

kemudahan akses layanan pertanahan. 

4. Pengujian teknis aplikasi menggunakan metode black box testing dilakukan 

secara terbatas untuk menilai fungsionalitas utama aplikasi Tanahku.net 

sebagai data pendukung dalam analisis penelitian. 

5. Penelitian ini tidak mencakup aspek keamanan data, pengembangan sistem 

backend, atau analisis biaya operasional aplikasi karena fokus penelitian 

diarahkan pada dampak implementasi inovasi digital terhadap proses 

layanan, bukan pada aspek teknis pengembangan sistem 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni untuk : 

a. Menganalisis implementasi aplikasi berbasis web Tanahku.net dalam 

mendukung proses verifikasi spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jembrana melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah 

implementasi serta evaluasi fungsionalitas sistem menggunakan 

metode Black Box Testing. 

b. Menganalisis pengaruh inovasi digital melalui aplikasi berbasis web 

Tanahku.net terhadap proses verifikasi spasial di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jembrana yang ditinjau dari aspek efisiensi, transparansi, 

kualitas informasi, dan kemudahan akses. 

2. Manfaat dari penelitian ini yakni : 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian 

mengenai pemanfaatan sistem informasi pertanahan sebagai 

instrumen peningkatan kualitas layanan publik; 

2) Menambah literatur tambahan bagi penelitian sejenis terkait 

evaluasi aplikasi berbasis web dalam sektor pertanahan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, menjadi bahan 

evaluasi dalam mengoptimalkan fungsi aplikasi berbasis web 

Tanahku.net agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat; 

2) Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

mengenai pentingnya akses informasi pertanahan yang transparan, 

serta mendorong partisipasi aktif dalam pemanfaatan layanan 

digital. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh inovasi digital melalui 

aplikasi berbasis web Tanahku.net terhadap proses verifikasi spasial di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jembrana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi inovasi digital melalui aplikasi Tanahku.net berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap efisiensi dan transparansi proses verifikasi 

spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Pemanfaatan sistem 

berbasis web mampu membantu percepatan proses pelayanan, 

mengurangi penumpukan berkas, serta meningkatkan keterbukaan 

informasi dalam proses verifikasi spasial bidang tanah. 

2. Pemanfaatan aplikasi Tanahku.net berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas informasi dan kemudahan akses layanan verifikasi 

spasial. Sistem dinilai mampu menyediakan informasi yang lebih jelas, 

cepat, dan mudah dipahami serta memberikan kemudahan akses 

pelayanan secara lebih fleksibel dan efisien. 

3. Hasil pengujian Black Box Testing menunjukkan bahwa fitur dan fungsi 

utama aplikasi Tanahku.net telah berjalan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Sistem mampu mendukung proses pencarian bidang tanah, 

penampilan informasi spasial, serta pengelolaan layer peta secara baik 

sehingga dapat menunjang pelaksanaan verifikasi spasial secara lebih 

optimal. 

4. Secara keseluruhan, penerapan aplikasi Tanahku.net sebagai inovasi 

digital pelayanan pertanahan memberikan kontribusi positif terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan verifikasi spasial di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jembrana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

digitalisasi pelayanan pertanahan dapat mendukung pelayanan yang lebih 

efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana diharapkan dapat terus 

mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Tanahku.net 

sebagai inovasi digital pelayanan pertanahan, khususnya dalam proses 

verifikasi spasial bidang tanah. Selain itu, sosialisasi penggunaan aplikasi 

kepada masyarakat maupun pengguna layanan pertanahan perlu terus 

ditingkatkan agar pemanfaatan aplikasi dapat berjalan lebih optimal dan 

menjangkau lebih banyak pengguna layanan. 

2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, 

pemeliharaan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

agar implementasi sistem dapat berjalan secara optimal dan 

berkelanjutan. 

3. Pengembangan fitur layanan pada aplikasi Tanahku.net perlu terus 

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan kualitas 

informasi yang diterima pengguna. Penambahan fitur informasi Zona 

Nilai Tanah (ZNT) serta pembaruan data secara berkala diharapkan dapat 

meningkatkan manfaat aplikasi bagi masyarakat dan pengguna layanan 

pertanahan. 

4. Pengembangan sistem berbasis real time perlu dipertimbangkan agar 

proses pembaruan dan sinkronisasi data verifikasi spasial dapat dilakukan 

secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan. 
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